tenaga-tenaga ahli ‘hukum dalam PIP I Di
lain pihok, pendidikan tinggi hukum déngan
Jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis {Sp)
dan "pendidikan hukum berlanjut” masih me-
merlukan pemikiran dan pengembangan Dg- -
lam membina sistem pendidikan tinggi hukum
tidak dapat dilihat lepas atau terpisah dari | -
kegiatan kajian hukum.dan ice{;ra sama deizgarz E

kafarzgan pmfes: kukum

Dalam suaty makalah sebe]umnya penuils telah mengura:kan gans
besar se_;arah perkembangan pendidikan’ tmgg: hukum di*Tndonesia, mulai
masa pemerintah (kolonial) Hindia Belanda sampai- dengan Keputusan Men-
teri Pendidikan'dan Kebudayaan (Mendxkbud) No. 0325/U/1994. Penyem—
purnaan kurikulum pendidikan tinggi hukum ‘yang terakhir ‘ini (yang
menyempurnakan kurikulum 1983) bertujuan a:l. untik’ secara lebih mudah
mengaztkan pendidikan* tinggi hukum kita pada kemajuan- kemajuan yang
telah maupun yang masxh harus d:capal oleh masyarakat Indonema

Dtsampa;kan dalam Seminar A\kbar "Lima Pulih Tahiun Pembinzan Hukism Sebaga: dodal Bagi
Pewbangunan Hukum Nastonal Dalam PIP {” yang dlselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman RI. Jakarta, 18-21 Juh 1995 . e

% Yang .dimaksud adalah Mardicno Reksodiputro,: JPembinazn: Pendidikan Tinggi. Hukum. dzlam

P:mbangunan jangka Panjang. ¥edua . (PIP- 1D, d:sampaakan dalam Temu Wicara  "Pelaksanaag
Poamrhooyrorsvrnmey Sdynbrtom Fialnve FITED ¥I® TRDOERAMY. 07 9.4 8. . .= 4/ ;e
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Khususnya yang memerlukan perhatian adalzh kemajuan-kema_]uan yang
terjadi dalam bidang-bidang ekonomi, sains dan teknologi.® :
: Dengan kurikulum 1994 diharapkan bahwa pendidikan tinggi hukum
mempunyai- fleksibilitas. yang -lebih besar untuk menghadapi tantangan-
tantangan dalam abad ke 21 nanti. Pendidikan tinggi hukum berusaha untuk
"membuka" sistem pendidikannya kepada tuntutan yang lebih besar akan
"profesionalisasi yang:lebihtinggi dari: lulusan®§-1 (Sarjana Hukum).
Meskipun pendidikan S-1 masih akan tetap menekankan pada perkuliahan
- .3yang::ber51fat penje]asan kritikal dan doktrinal tentang hukum serta anahsa

yaﬁ terdé.pat daIam UUD 1945 kita. A

Tahap';ta'ﬁz.i'p. idaiarﬁé:st{ern
pendidikan tmggz hukum A

Yang akan dibicarakan, dxs:m adalah pend:dlkan tmggt hukum yaltu
yang dilaksanakan baik oleh negara maupun oleh masyarakat dengan ber-
pedoman pada peraturan’ tentang pendidikan tinggi (PP 30 Tahun 1990).
Perlu dicatat bahwa pendidikan tinggi oleh negara tidak semuanya berada di
bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) cq.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Masih terdapat juga
pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh negara tetapi di luar Depdikbud
dan Dikti. Meskipun istilahnya tidak selalu. tepat, namun ini yang dikenal
sebaga; pendldlkan tinggi . "kedanasan Fokus makalah ini bukan kepada
yang . terakhxr ini. Pembicaraan makaiah ini dlutamakan pada pendidikan
tmggx hukum di bawah naungan Dikti. .. -

... Di samping itu periu juga. dungat bahwa pendldxkan hukum tldaklah
sela!u harus dlse}enggarakan sebagai pendldlkan tinggi, . Dapat. . saja
pend;dlkan hukum . diselenggarakan : pada tingkat . pendldikan dasar .dan
pendidikan menengah Dapat pula diselenggarakan dalam bentuk kursus-
kursus atau yang sejenis. Dalam perkembangan pendidikan hukum kepada
masyarakat tercatat berbagai kegiatan oleh instansi pemerintah maupun oleh

*'Lihdt a.l: Sunaryati Harfono, "The Impact of New Techndlogy on Legal Education, Research and
Schoiarshm dalam' Kumpulan Makalah Indonesian/Asean and Canadian Workshop on’ Legal Education
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;masyarakat sendiri-yang berada di luar kegiatan pendidikan formal, Kegiatan

i dapat dimasukkan dalam pengertian "penyuluhan” hukum (misal-
“Ke}uarga Sadar. Hukum" atau Kadarkum dari Departemen Kehakiman, -
_ ~Jaksa :Masuk Desa, dan pendidikan.serta latihan pengetahuan
':bantua hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum). Di samping: itu -
: sih ada pula pendidikan yang dlsya:atkan untuk jabatan-jabatan:-hulum . -
N tertentu”(sepem untuk-hakim dan jaksa) yang juga bukan termasik - dalam

- -pengertian pendidikan tmggl hukum Pembicaraan dalam makalah ini tldak__
'-akan iendalaminya. - g b
.4 Oleh karena itu makalah ini pada dasarnya hanya akan membahas 81stem_
_pendldlkan tinggi hukum di bawah Dikti, yang menurut sistem: yang berlaku
di Indonesia- mempunyax tiga jenjang dalam jalur akademik, yaitu jenjang S-1
(Sarjana’ Hukum), Jenjang S-2 (Mag:ster Hukum) dan ;en_yang S-3 (Doktor
IImu Hukum) T

= Karena yang diminta dari judul makalah juga tahap»ta.hap pembmaan 1
sistem, ‘maka di samping menjelaskan tentang sistem yang telah ada, akan
d:bahas pula sebagai* pelengkap, gagasan yang telah disetujui Konsorsium
Hmu Hukum (tetapi belum terlaksana) maupun beberapa gagasan yang rnas;h
perlu d:perbmcangkan da!am menghadapl tanzangan d: abad ke~21 nann 3.

Pendxdakan tmggl Sarjana Hukum (S-I)

Pendldlkan mﬂah yang secara urum telah selesai desain kurikulumnya
(Keputusan Mendikbud No. 0325/U/1994) dan konsep dasarnya dapat dikem-
balikan" kepada pemikiran ‘Prof. Mochtar ‘Kusuma- Atmadja dalam tahun
19752 Kurlkulum 1994 ini ‘melakukan "reorientasi” pendidikan tinggi
hukum yang -diarahkan kepada profesx hukum, tanpa melupakan bobot
akademlk yang d1periukan lulusan agar mampu bersikap kritis, analitis dan
kreatif. Re-orientasi "ini bertujuan menjadikan ‘pendidikan S-1 ini suatu
pendidikan hukum dalam suatu "professional school” (konsep Anglo-

} Lihat a, i Mochiar Kusuma~Almadja, "Pembaharuan Pcndld:knn Hukum dan, Pembmaan Profesi
Hukim® dxsampa:kandalam Simpasium Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi Hulum,
BPHN- UNPAD 26-27 Maret 1975, dan jugs "Tradition and Change in Developing Countries (The role

of law in development)” d:sampmkan sebagaj maugura! Asia Leciure pada pembukaan The Asia Cenire,
11nivareity nf Toacmsars 1Tmbacds @ % €05 FOO 1
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‘American®: danjangan dikacaukan-dengan :istilah -pendidikan profesional
mehurut Pasal 4.(3).dan Pasal. 5.(3).PP.No. 30/1990: tentangPendidikan
nggi) Pendidikanini ingin lebih mendekatkan teori. dengan praktek
karena:itu-harus. secara=lebih: mendalam ‘mengajarkan: hukum positif:dan
embahas secara kritis kasus-kasus mutakhir. Dalam arti-yang positif-ingin
dltekankan disini. per]unya para. lulusan S-1.mempunyai. “legal mind". Cara
berpxklr secara hukum ini diperlukan untuk: praktek hukum, bukan:saja
sebagai advokat dan konsultan hukum (penasihat hukum), tetapi juga dalam
-jabatan_hakim dan jaksa, serta sebagai "bedrijfsjurist” (SH .yang bekerja
dalam kegiatan perusahaan), .dan dalam ~jabatan, serta tugas kenotanatan
(sebaga: Notaris). -
Hal.ini tidak beram bahwa pendldikan S-1 hukum yang baru nanti a_ an
engaklbatkan tidak diperlukdnnya lagi pendidikan.yang disyaratkan untuk
Jabatan-jabatan hukum tertentu, seperti jabatan hakim dan jaksa. Pendidikan
untuk jabatan ini (beroepsopleiding) masih tetap dapat dan perlu diadakan di
luar lingkungan pendidikan.tinggi. Apa yang ingin dicapai oleh “re-orientasi”
pendidikan tinggi ini adalah, bahwa "ilmu pengetahuan -dan kemahiran
hukum” para lulusan kita lebih tinggi dari sekarang, sehingga "pendidikan-
jabatan” dapat langsung menambah "kemahiran jabatan” mereka dan dalam
waktu yang relatif lebih singkat. Dalam gambar yang dibuat oleh Prof.
Mochtar Kusuma-Atmadja, maka “pendidikan-jabatan” ini (yang pesertanya
minimal berpendidikan S-1 hukum) berada di luar "pagar” pendidikan tinggi.
Dalam "pagar" pendidikan tinggi hukum hanya ada pendidikan berjenjang
dan bergelar akademik: S-1, S-2 dan S-3 serta pendidikan non-gelar speswhs
(sepem yang ada sekarang pada pendidikan notariat).® . :
. Kurikulum -nasional (dengan matakuliah yang bahan perkuhahannya
dlbakukan) diharapkan akan memberikan Jandasan pemahaman ilmu hukum
yang : kokoh dan seragam untuk semua Iu!usan pendidikan tinggi hukum (S-
1). Di atas landasan i ini setiap Iembaga pendldzkan tinggi, melalui kurlkulum
loka!nya dapat menawarkan rac:kan mata kuliah" yang memberikan para

* Kedudukan seorang sarjana hukum dalam masyarakat, apabila iz melakukantugasnys sebagai scorang
"shli hukum™ adalah sebagai seorang profesional atau sebagai scorang anggota profesi hukum, dalam arti
seorang pakar hukum (seseorang yang mempunyai kemshiran dan pengewhuan khusus hukum). Apa yang
ingin dikorzksi dengan penyebutan “professional school ™ untuk pendidikan tinggi hukum, adalah untuk
membedakannya dari pendidikan yeng bersifat "liberal arss”, sepem dalam |Emu pcngetahuan sosla!
bahasa, filsafat, sejarsh dan sebagainya.

¥ Gambar (desatn} ini yang dlsampa:kan pada awal kex]a KIH, menegaskan bahwa dn uar pagar
universitas masih akan'dan periu ada pendld:kan dan (Orgamsas;) pmfes: hukum maupun dari berbagai
lembaga pemennwhan {Depanemen Kehakiman, Kejnksasn Agung, Mahkamah Agung dan lnsiansn
Iainnva) mavpun dari lembags swasta {misalnya dalam bidang perbankan).
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: mahas:swa %cebebasan memilih sesuai keinginan (atau bakat) masmg—masmf. s
Lembaga pendidikan tersebut dapat pula menyesuaikan: kurikulum lokalnya'_'.. ;

" dengan pasar-kerja di lingkungan masyarakat yang bersangkutan, Begitu pula

keahlian dan minat (ataupun spesialisasi)'yang ada pada dosen-dosen lembaga

- pend:dxkan tinggi bersangkutan dapat memberikan "warna" sendmpadakun?_'._-_
. kulum lokal ‘tersebut. Diversifikasi ini dapat ditampilkan melalui “racikan”

_".kunkulum lokal (ocal -content) ‘yang- dinamakan "program- kekhusus
= Prc:grafn kekhususan ini bukanlah spesialisasi, karena lebih’ tepat dinamakan.
si-minat (imajoring). Hasil pendidikan $1 ‘hukum ini masih tetap o
- A generalzst dan bukan “specialist™, karena pend:dskan tmggl hukum '
Jjenjang S-1 adalah tetap hanya terdiri atas saru program studi.® ; .
szerklrakan bahwa iebxh dari 90% iuiusan S-1'hukum ini akan mema-.- -

dalam masyarakat ‘Oleh karena itu Sarjana Hukum kita itu harus pula ™ sxap-

- kerja". Sebagian lagi diharapkan akan kembali belajar di perguruan tinggi,
‘Untuk mereka yang terakhir ini disediakan pendidikan hukum S-2 (Maglster
'Hukum) ‘dan selanjutnya S-3 (Doktor Ilmu ‘Hukum). Untuk mereka yang
‘akan melanjutkan di perguruan tinggi tetapi memilih jalur non-gelar tersedia
program pendldxkan hukum Spesialis (Sp). Jalur Sp hukum yang tidak
memberi gelar ini (tetapi hanya memperoleh sebutan, misalnya: "Notaris-
Kandidat") harus dibedakan dari kursus-kursus berkala pendldlkan hukum
berlanjut (continuing legal educatmn) yang lebih bers:fat penyegaran
(’refresher courses) !

y i’endidikan tin'ggi Magister Hukum (S-?;.)

& Kaiau dalam pendidlkan S-1 hukum tekanan diberikan pada lulusan yang
profesional yang mempunyai keahlian {competence) dan kemahiran (skiils)
dalam bidang hukum, maka pada pendidikan $-2 hukum (Magister Hukum)
tekanan diberikan kepada lulusan yang bérkemampuan untuk berpikir secara
kritis'dan-akademis {critical and theoretical thinking). Kita memerlukan para
Magister Hukum (MH) yang dapat menyumbangkan pengertian tentang ilmu
hukum itu kepada masyarakat sehingga dapat memperkaya budaya kita.

8. P;negasan KIH dan Dikti ini perfu, karena dalam mzsyarakal (pasar-kegja) maupun pada beberapa
xkian fakultas hukum swasta (mlsalnya dari Universitas Borobudur) masth dibedakan antara mzsa!nya
sagjana’ hukim perdata (lulusan jurusan  hukum perdala) - dengan - saqana hukum pidana, sepem
memb2dakan sarjana teknik sipil dengan farjana teknik mesin azau sa:;;ana sastra !nggrns dan sa:gana
sastra Arab. Kekelirvan inmt sudah beralan saiak tahun 197 0an - . g
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-Mereka juga diharapkan -dapat "menggali” budaya Indonesia dan mengem-
-;bangkan ilmu hukum dan hukum yang sesuai dengan keadaan nyata (empiri)
di--masyarakat Indonesia.. Kepada merekalah diletakkan harapan . untuk
-smernperdalam dan mengembangkam cita hukum dan asas-asas hukum: Indo-
ne -

i .Dalam sébuah dokumen Konsorsmm Ilmu Hukum,” maka rincian model
_lqu n pendidikan $-2 hukum dinyatakan sebagai berikut: : :
{1) “mampu meningkatkan pelayanan profesi hukum dengan melalui riset dan
- pengembangan hukum;. :
-.{.mampu mengembangkan penampﬂan profem hukum daiam spektrum
yang lebih luas, dengan cara mengaitkannya dengan berbagai bldang
ssilmu hukum maupun profesi lain yang sejalan;
(3) -mampu merumuskan pendekatan yang sesual untuk memecahkan .ber-
bagax masaiah dalam masyarakat dengan cara penalaran ilmiah, :

‘s Adapun kahmai kal;mat "kuncx dalam rumusan di atas, menurut saya
ada]ah kemampuan "riset dan pengembangan hukum”, vang melihat hukum
dalam."spektrum, yang lebih luas” dan dengan cara penalaran ilmiah", Yang
diharapkan adalah para Magister Hukum yang lebih peka (sensitive) terhadap
tantangan-tantangan intelektual (scholarship) dan dari masyarakat {budaya),
khususnya terhadap kritik-kritik yang diajukan tentang hukum positif kita.
Mergka diharapkan dapat memberikan makna kepada hukum dengan mellhat—
nya dalam kerangka (context) sosial dan intelekrual vang lebih luas sesuai
dengan usaha hukum mencari keadilan dan kebenaran. Dari mereka inilah
dinarapkan adanya kajian-kajian tentang hukum, yang sering dianggap telah
bersifat diskriminatif terhadap golongan-golongantertentu dalam masyarakat.
Kemampuan penalaran ilmiah (wetenschappelijk rationaliteit) dan kermnauan
untuk melakukan integrasi dengan ilmu pengetahuan lain (khususnya dalam
bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya) adalah dasar pendidikan, S—2
hukum ini, | o

~-Karena itu rancangan® Konsorsmm Iimu I—Iukum tentang program pend;-
dlkan §-2- hukum- (Maglster Hukum) juga: mel;hat pendxdikan ini. sebagai

* Yang dimaksud disini adalah Laporan Studi Penataan Fakultas, Jurusan dan Program Studi pada
Perguruan Tinggi dalam Bideng llmu Hukum, Seti KIH Ne. 1, Juli 1891, hal. 72.

- % Dart suatu Tim yang diketuai oleh Prof. Koesnadi Hardjasczmaniri (dcngan anggola Prof.. Satjipte
Rahardjo, Dr, Valerine Kriekhoff, SH. MA, Dr. Harkristuli Harkrisnawo, SH. MA. dan Dr, Jufrina Ri-
2al; SH. MA ) telah siap disusun rancangan-rancangan Keputusan Mendikbud sebagai pedoman pengem-
ban_gan $-2 hukum negeri maupun swasta (rancangan tersebut adalah mengenai “pedoman pendirian dan
nenvelengearazn® serta tentane “lkusikulom vano berlal sacars nasianal™ dam Q.3 bl o)
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._hanya erdlrl atas  satu’ program studi. Meskipun ‘disini juga- d:adakan'
. onsentrasi, namun Magister Hukum yang dihasilkan harus tetap -
""-satu xr_n maglstersaja Konsentrasmlsma 1eb1h dar:diprogram kekhusus '

_ yang harus dapertahankan untuk mendapat ‘gelar Doktor Iimu- :
Hukum Program pendidikan 5-3 ini terbuka untuk para Sarjana Hukum
(yang lulus sampai tahun 1979) dan para Magxster Hukum setelah melalui
persyaratan akademik terientu. ‘Sebelum dapat ‘menulis disertasi, maka
peserta program harus' ‘mengikuti dan lulus’ sejumlah matakul:ah serta harus'
melampam seminar usulan penelitian disertasi.

“Meskipun bukanlah hanya Doktor Ilmu Hukum yang bertugas demaklan
namun dari ‘merekalah ilmu hukum Indonesia mengharapkan hasil-hasil riset
hukum dan peningkatan tulisan-tlisan ilmiak di bidang ilmu hukum (legal
scholarship). Dalam dokumen Konsorsium’ imu Hukum yang telah disebut
di atas, telah disarankan pula’; rincian model Iuiusan pendndakan 8-3 hukum
dengan ciri-ciri sebagai berikut: .
(1) mampu untuk mengembangkan konsep baru dn dalam bldang 1munya
% Hatauprofesinya mélalui kegiatan riset;

(Q-)f mampu ‘merencanakan; mengorgamsaszkan meiaksanakan dan mermrn—
Z:-'i:-r-'-pm suatu program riset; - s

(3)" mampu “melakukan pendekatan mterdis:plm dalam suatu keglatan
-+ akademik maupun profesional;

Dalam suatu tulisan terdahulu, saya telah mengajak dunia ilmu hukum
Indonesia untuk membuktikan dirinya menjadi "a truly learned profession
and an intelectual discipline in the society of scholars” (suatu profesi yang
sungguh-sungguh berdasarkan ilmu pengetahuan dan suatu disiplin akademik
dalam lingkungan para dmuwan) Dengan ungkapan di atas saya ingin

? Mardiono Reksodinatrs. am et 1005 hal: HY:
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‘mengajak para ahli (dalam arti pakar) hukum, ' untuk menghapuskan keke-
.cewaan: masyarakat kita akan hukum dan pendidikan hukum. Kekecewaan.itu
timbul;- bukan saja karena penerapan hukum - yang - sermg sekali. sangat
meny. iti rasa keadilan dan kebenaran masyarakat, tetapi juga karend seolah-
olah d:pertanyakan apakah "ilmu hukum” memang benar-benar suatu 11mu
pengetahuan yang mandiri, Dipertanyakan pula apakah mempelajari hukum
itu bukannya seperti mempelajari "keahlian teknik atau pertukangan™
(learning of & craft). Kritik yang menyakitkan ini harus diterima dengan -
lapang-dada oleh para ahli hukum, karena kita tidak dapat menyangkal
' kenyataan*kenyataan yang terlihat dalam dunia hukum kita, baik dalam
penerapannya (yang .dimulai dari penyusunan peraturan sampai dengan
putusan pengadilan) maupun dalam pendidikan hukumnya.

- Melalui studi tentang hukum Indonesia dan tulisan-tulisan ilmiah yang
dxsebarkan melalui majalah-majalah ilmiah hukum,! pandangan yang keliru
itu harus sesegera mungkin diluruskan. Disinilah antara lain letak tugas
pendidikan S-3 hukum dan disertasi-disertasi yang dihasilkannya, .Pada
pendidikan ini pula letak tanggungjawab utama untuk melakukan riset-riset
hukum yang berkualitas (advanced legal research). Hasil-hasil penelitian
hukum ini diharapkan dapat menjadi dasar ataupun menunjang penyusunan
teormeers hukum (theory building) untuk masyarakat Indonesia. ‘

Kemampuan ke-3 yang diharapkan dipelajari dalam pendidikan . 8—3.
hukum ini adalah pendekatan interdisiplin . atau multidisiplin. Tanpa
mengecilkan arti riset dan penulisan hukum yang bersifat doktrinal (doctrinal
scholarship), namun penelitian-penelitian untuk disertasi (dalam bentuk yang
lebih awal, juga penelitian untuk tesis.$-2 hukum) dalam pendidikan $-3
hukum harus mampu melihat hukum dalam keterkaitannya dengan bidang-
bidang non-hukum. Di Indonesia pendekatan ini dikenal dengan pendekatan
“hukum dan masyarakat”. Ini bukan pendekatan baru dalam dunia pendidikan

1. Ahli hukuin sija pergunakan disini-dalam arti uinsm, yailu seorang profesional atau anggota profesi
hukum (supra, 0o, 4}, dan baik yang bekerja di swasta {atau dalam pekerjaen profesi mandini) ataupun
yang bekerjz sebagai pegawai neger {termasuk yang berada di jajaran ABRI).

" Mengenai keadaan dan gagasan memajukan majalah hukum yang bersifat ilmiah ini (gcademic and
professional law journals) that a). Mardjono Reksodiputro, "Catatan tentang Majalah Hmiah Hukum
Indonesia”, disampaikan datam Forum Komunikasi Hasil Penelitian Hukum yang diszlenggaraksn UNDIP
dengan DIKTI, Bandungan: 5 Desember, 1994, Dalam makalah tersebut penulis a.l. menyatakan
kekecewaannya karena (&) tidak adanya suatu majalah hukum yang bersifat nasional yang dikelola secara
profesional (lidak sebagai ugas sampingan), dan (b) profesi hukum termasuk kelompek yang mempunya:'
daya hehi vane enkun Hineol namsin manad haesrs miaielah ileish hnlrnmave msoih condai
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- tmgg”' ukum Indonesia," karena beberapa matakuliah dalam pendidkan; SiI--_._. :

'h&kum dan kriminologi (serta jangan lupa pula mata kuliah hukum adat yang;"

. merupakan matakulizh standar dalam pendidikan tinggi hukum Indonesm) :

Apa yang ingin ditekankan oleh pendekatan Interdisiplin (atau multidisiplin)
~serta hukum dan masyarakat di atas, adalah bahwa pemahaman ‘ahli hukum -

tentang atiran-aturan hukum (legal rules) tidak mungkm sempurna apabila
~ tidak d;bareng: dengan pemahaman tentang posisi aturan hukum ity dalam '_
. konteks budaya, sosial, politik dan ekonomi. Tentunya pemahaman tentang . -
“metode penelitian sosial (sering pula disebut metode penelitian sosio-legal),
dan perbedaannya dengan metode penelitian hukum yang-bersifat doktrinal,
adalah utama bagi peneliti-peneliti untuk disertasi di pendidikan $-3 ini."®

' Kesnmpulan pertama

Pendid:kan tinggi hukum dengan jalur gelar, yainu jenjang S-1, §-2 dan
S-3telah menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual dapat mengha-
dapi Eantangan keperluan tenaga-tenaga ahli hukum yang diperlukan dalam
PIP-1Ikita. Kalau pendidikan S-1 diharapkan membentuk Iulusan-lulusan
yang-akan mengabdikan dirinya pada praktek hukum atau profesi hukum;
maka dari pendidikan $-2 dan 8-3 diharapkan pembentukan lulusan yang
mampu ‘mengabdikan pengetahuannya kepada kemajuan dan: pengembangan
ilmurhukum “(melalui- kajian hukum, baik ‘yang ‘bersifat doktrinal maupun
dengan konteks sosial yang luas, tulisan hukum, dalam majalah hukum dan
rlset hukum yang berkualitas).

“Melalui: catatan Konsorsium [lmu Hukum diketahui bahwa pada tahun
1990 terdapat 210 lembaga pendidikan tinggi hukum yang tersebar di 24
propmss di Indonesia. Perkiraan sementara adalah bahwa lembaga-lembaga
ini dapat menghasil-kan + 13100 Sarjana Hukum ‘per tahun. Mereka inilah

"2-1ihat jugs; Satjipto Rahardjo, "Trends in Legal Scholarship™ dalam Seri KIH No. 3 (supra, no. 2)
dan Beberapa Penm'amn tentang Ancangan Amard:szplm dalam Pembmaan Hukmn MNasional, Bandung i
Smar Bam 1985.

i Dalam makalah yang lain (supra, no. 1} penulis telah menyatakan Leudak -setujuannya umuk
mengurnng1 pengajaran hukum positif (dengan pendekatan doktrinal atau normatif) dan lebih banyak:
mengajarkan "hukum yang berorientasi sosiologis™ dalam j jenjang 8-1 (Sagana Hukum). Hal ini adalah
untuk ‘mencegah terbentuknya yuris-yuris dengan “dua tangan kiri®, menguasai hukum tidak cukup dan
di bidang SOSIOIOgI pun hanys seorang amatir. Pendekatan interdisiplin dan multidisiplin dalam pengajaran
dan pengajian-hukum adalah jalah pendidikan 8-2 (Magister Hukum) dan 8-3 (Doktor llmu Hukum)

ménggarlsbawahi hal ini, misalnya ‘sosiologi hukum, antropologi "
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S‘(aho ;perlu mendapat prioritas pemikiran kita, yaitu agar mereka mempunyai;j
kemahiran hukum yang profesional dan s:ap»kerja mandiri di dalam masya—

ﬂrakat Yot s
Dalam pagar’ pendldlkan t;nggl hukum masih terdapat pendtdlkan Jalur.._
_non~gel_ar Spesialis(Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut” (Continuing Le 2gal
Educarion atau CLE) yang memerlukan pula pemahaman kita. Kedua bentuk;

"pendxdxkan tinggi hukum ini juga mempunyax peranannya dalam pembantru -
an: _hukum di negara kita. . _ . G

Pend:dakan tmggl Sp%sahs Hukum Sp

Da!am peraturan mengenai pendidikan tinggi (PP 30/1990) telah dlbuka
kemungkinan untuk menyelenggarakan program spesialis Sp, yang menerima
peserta lulusan S-1 dan merupakan pendidikan “kelanjutan searah™. Program
pendidikan notariat memenuhi kriterium tersebut dan karena itu pula dikate-
gorikan sepertl demikian. Dengan demikian status pendidikan notariat ini
telah menjadi jelas, dan karena itu pula harus dibenahi agar benar-benar
dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, profesional maupun dari
sudut organisasi (misalnya: masih ada program pendidikan ini yang diseleng-:
garakan di lembaga pend;dikan tinggi negeri, tetapi bernaung di bawah. suatu.
yayasan -apakah hal ini diperbolehkan?). -

-Sebagai suatu pendidikan spesialis, lulusannya (yang mendapat sebutan;:
Notarzs~}{and;dat dari sebutan lama Candidaat-Notaris) mempunyai kedu-.
dukan yang khusus, yaitu menduduki jabatan Notaris yang diatur oleh.
peraturan perundang-undangan kita.” Seorang Notaris-Kandidat berhak.
univk membuka suatun kantor-praktek setelah mendapat "ijin praktek" dari
Departemen Kehakiman. Apabila pengangkatan dalam jabatan Notaris ini
telah:-diperolehnya, maka iapun menjadi anggota dari organisasi profesi
Notaris, yaitu Tkatan:Notaris Indonesia (INI). Karena itu, menurut pendapat

* Perkiraan 13.100 sarjana hukum setahun tidaklah mengada-ada. Dari 26 fakultas hukum negeri dapat
dilulaskan rata-rata 130 Sarjana Hukum per tahun (atau seluruhnya 3.900 sajana) dan dari 158 fakulias
hukurm swasta serta 26 sekolah tinggi hukum swasta dapat diluluskan rata-rata 50 Sarjana Hukum per
tahun {atau seluruhnya 9.200 sarjana). Meskipun jumlah ini tidak perlu dicemaskan, mengingat populasi
penduduk Indonesia, tetapi apabila para safjana ini “incompetent® atau lidak kualifaid dalam bidang
hukum, maka kecemasan tentang penanganan hukum secara "amatic” ini perlu diatasi secepatnya.

.. ¥ Pada wakiu ini terdapat beberapa rancangan awal tentang "Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan
Program Spesialis I Notariat” dan "Kurikujum yang Berlaku secara-Masional bagi Program Spesialis 1.
Notariat" pada Sekretariat KIH, Masih diperlukan wakiu untuk menyamakan persepsi tentang rancangan .
Kepntusan Mendikbud ini.



' :Kebud' yaan, tetapi juga Departemen Kehakiman dan secara tidak langsung o
erkaltan dengan INI (sepem pula program pendidikan- ‘spesialis
, yang berkaitan dengan Departemen Kesehatan ‘dan Organlsasx_. _
ang bersangkutan mlsalnya untuk dokter spesmhs bedah ke ‘-. :

ndldlkal‘l tmgga spesialis ‘hukum yang lain, masih dapat dan perlu B

kema}uan "a'ng terjadi se]ama PIPAIL Sudah dapat d:pred:km dengan agak-
akurat, bahwa pendidikan spes:ahs yang nanti diperlukan akan beradadi
bidang perekonomian (misalnya: keuangan, perdagangan dan permdustnan)
Dianjurkan” kepada “lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk ‘melihat
kemungkman ‘yang diberikan oleh pasaran kerja spesialisasi hukum ini. akan
tetapl harus diingat tanggungjawab kita bérsama, bahwa pendidikan spesml:s
ini diselenggarakan dan dibina bersama dengan instansi yang memerlukan
lulusan tersebut dan atau yang mempunyai sumber kepustakaan atau doku-
mentasi program pendidikan spesialis yang bersangkutan. Kerjasama yang
erat dengan organisasi profesi hukum' yang akan menerima para lulusan Sp
hukum tersebut sebagai anggota, haruslah pula diadakan (misalnya dengan:
Asosiasi Konsui{an Hukum Indonesna dan mepunan Konsuitan Hukum Pasar
Moda}) 16 : -

~ Pendidikan hukum berlanjut
(Connnumg Legal Ea’ucatzon)

Pendldzkan hukum berlan_;us: ini (atau CLE) tidak harus diselenggarakan
daiam "pagar” ‘pendidikan tinggi ‘hukum, karena dapat pula dilakukan oleh
organisasi profesi hukum atau oleh masyarakat Adapun’dasar pemikiran dari
CLE dalam "pauar pendad:kan tmgg: adaiah (a) pendldikan tinggi. hukum

' Secara tidak resmi penulis mendapat bahen berupa usulan pertama untuk membertuk suaty fembaga
pundnd:kan lmggx hukum yang m:ngkhususkanpada pendidikan spesialisesi “international business law*,
Gagasan ini disjultan oleh suatu organisasi persahabatan Indonesiz dan negara asing yang bergerak di
bidang perekonomian (mtemas:onal) dan dipimpin oleh beberapa tokoh ekonomi yang terkemuka di
Indonesia. Apabila pendidikan ini bermaksud memberi gelar akademik (seperti Magister Hukum), maka
katepiuan-ketentuan dapl Db dan I nerly ditanti

angkan mlsalnya spes:ahs hukum pajak {rax !au{yer) atau spesxahs o
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akan selalu-mengembangkan pemikiran-pemikiran baru dalam ilmu hukum
dan (b) praktek hukum terbuka untuk pemikiran: baru tersebut (terma ';;
dalam bentuk kritik) agar tidak.-"mandek” ("berjalan ditempat"). Karena. itu
melahn kerjasama antara pendidikan tinggi hukum dan praktisi hukum atan
organisasi profesx hukum, -perlu. .dilakukan komunikasi . (tukar-pikiran)
mengenai - isyu-isyn hukum (termasuk. putusan-putusan pengadilan) : -yang.
mutakhir. Kerjasama dalam bentuk CLE ini akan memperkaya ilmu penge-{'
tahuan-hukum. Karena itu CLE ini bentuknya adalah suatu dialog dan bukan
bermfat 'mengajari” praktek atau profesi hukum.,. Nt
- Bentuk dialog ini dapat bersifat "penyegaran” dimana chber;kan pemba-:
hasan tentang perkembangan baru dalam dunia hukum (literatur, peraturan
dan yurisprudensi). Tidak ditutup kemungkinan untuk menyeienggarakannya- '
bersama-sama dengan suatu lembaga pendidikan tinggi dari luar negeri,
Adalah saran Konsorsium Ilmu Hukum agar setiap lembaga pendidikan tmggi:;
hukum. merasa mempunyai tanggungjawab untuk. melaksanakan CLE ini
sebagai suatu program kerja tetap (misalnya setiap.tahun atau setlap duai
tahun sekali). Dengan demikian kemungkinan “steril”-nya pemikiran dosqz;_-;_
dosen kita dapat dihindari. N 2//4 A

. K:asinipulaﬁ kedua

. Pendldxkan tmggl hukum dengan ja]ur non-ge]ar yaitu pendxdikan_
Spes;ahs (Sp) dan “pendidikan hukum berlanjut” (CLE) masth perlu
pemikiran dan pengembangan, agar tercapai tujuannya untuk meningkatkan
kemampuan para lulusan dengan spesialisasi baru yang diperlukan dalam
masyarakat dan PIP 11, maupun mendekatkan para dosen dengan praktek
hukum dan para praktlsl dengan- perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum janganlah menjadi penjaga
atau pembela tertib hukum yang lama, tetapi harus. membuka dirinya untuk
dapat menseleksi: hukum lama yang sudah txdak sesuai lagi, secara kritis
memandang hukum yang. berlaku dan melihat ke depan berpedoman kepada,
hukum yang akan datang. Kenyataamkenyataan dan tantangan-tantangan baru
dalam PJP II harus dapat dihadapi, tanpa menmggalkan tujuan pendldlkan
tinggi hukum itu sendiri.
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Kajian—i\ajian tentang hukum
(nasmnal dan reg:onal)

= Telah ismggung perlunya dilakukan kajian-kajian tentang hukum. Juga__'
_teiah dlsampaikan harapan bahwa pendidikan tinggi hukum melalui: program'_' .
S= 2__(Magzstes Hulum) dan 5-3 (Doktor Imu Hukum) akan marmpu menghaa'_
31 sahlirabli hukum “yang berorientasi pada riset. Tanpa mengurangi.
harapan tersebut, ‘dan dengan maksud melengkapinya, maka Rapat: Dekan'-

- Eakultas: Hitkum Negeri: dengan Konsorsium Ilmu Hukum telah mengusulkan

kepada Dikii pendirian tiga Pusat Kajian Hukum. Pusat-Pusat Kajian Hukun
tersebut akan dimanfaatkan juga untuk membina tenaga-tenaga peneliti muda
“di-bidang hukum. Pusat Kajian Hukum ini dapat dimanfaatkan oleh: lemibaga-
lembaga -pendidikan hukum negeri dan swasta serta oleh instansi- mstans;
dalam masyarakat i
“iDengan:persetujuan Direktur Pembinaan Sarana Akademik Dikzi Dep—" \
dikbhd dam:Rektor Universitas yang bersangkutan, maka pada akhlr tahun
1994 telah-dibentuk tiga Pusat Kajian Hukum, yaitu; - o
(a)= di Universitas Andalas untuk Kawasan Barat Indenesm
(b)  :di Universitas Diponegoro untuk Kawasan Tengah Indonesia, dan ‘
(¢)zdi-Universitas Udayana untuk Kawasan Timur Indonesia. pa
‘Ketwa Pusat Kajian Hukum ini diharapkan dapat:membantu menjembatam.
kelangkaan sumberdaya manusia berupa’peneliti- penehtz yang dlperiukan
oleh kegiatan pembangunan hukum dalam PIP ILini:
<Dalamkalangan akademik sering dipermasalahkan bahwa yang dmama-ﬁ-
kan: penehnan hukum” di Indonesia-belum sempat-memperoleh sosok yang
jelas:"%-‘Hal-ini-antara lain -disebabkan karena: kurang. dibedakan- dalam
metodologi- penelitian yang: bersangkutan. tentang kajian-kajian doktriner-
- (normatif)-dan kajian-kajian ‘empiris (sosio- -legal).*: Memang tidak dapat
disangkal bahwa umumnya penelitian-penelitian hukum di Indonesia bersifat
normatif dengan. tujuan memberi saran kepada pembuatan kebijakan (policy:
orientation). Melalui: pusat-pusat kajian tersebut-di atas diharapkan bahwa
perbedaan: antara jenis-jenis penelitian  tersebut dapat lebih diperjelas.:
Sebenarnya dalam penelitian hukum yang mencari aturan hukum yang ber-
laku, secara sistematis melalul berbagal sumber hukum (peraturan kebqakan’

7 Lthaliufnna sz.al "Pan-;:]man Hukum Dewasa Ini dan Rencana P..ngembangan Pusat Ka_;aan Hukam
di3 Wilayah (UNDIP, UDAYANA dan UNAND)” d:sampa:%.an pada Rapa{ KLH dv.ngan Kelompo%c Aht:
dat TU_]Uh Dekan Fakultas Hukum Negen (28-29:0uni 1995) 77t S BG Lyiimnte stk

 Maria SIW. Sumardjond "Penmgkamn Pelaksanaan P-:m.huan Hukum dan Upaya Koordmasmya dl.
Tingkat Fakultas® disampaikan pada Rapat KIH (supra, no. 17). e - :
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pemerintah, kebiasaan yang sudah diterima masyarakat dan putusan-putusan
pengadilan), maka perbedaan antara sifat normatif (doktrinal) dan sifat
empiris (sosiologis) penelitian yang bersangkutan tidak perlu dipermasalah-
‘kan lagi. Seorang peneliti hukum yang membuat analisa yang baik, seharus-
nya dapat:menyatukan temuan (data)-nya dan menemukan asas-asas’yang:
“berkaitan : dengan :datanya, sehingga putusan-putusan pengadilan - atay
birokrasi-dapat dijelaskan dan diramalkan untuk masa yang akan daiang_-.
(sehmg a:putusan yang berbeda nantinya dapat pula dikritik). Ini:juga’ -
mempakan tugas peneliti hukum yang bermanfaat untuk pengembangan ilmus
hukum dan sering dilupakan oleh para peneliti hukum dengan pendekatan'3
sosxo—legal s
Palam menghadapi tantangan abad ke-21, dengan cirinya yang memn,
ouka batasan nasional dalam permasalahan-permasalahan hukum, maka isyu--
isyu hukurn yang bersifat global atau regional harus juga mendapat perhatian
para peneliti hukum di Indonesia. Disinipun terasa kelangkaan tulisan-tulisan
iimiah hukum yang ditujukan, misalnya pada isyu regional ASEAN. Dengan:
makin terkaitnya pembangunan nasional kita dengan negara-negara dunia:
(khususnya ASEAN), maka sudah waktunya para peneliti hukum Indonesia.
mulai-melakukan pula kajian antar wilayah dalam ASEAN (intra-regional
research). Lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum sudah harus memper-
siapkan diri ke arah’ini. Salah satu permasalahan utama adalah penguasaan-:~
bahasa asing (khususinya bahasa Inggris). :
Seandainya permasalahan bahasa Inggris dapat diatasi, maka sudah periu
dipikirkan untuk melakukan penukaran dosen antara lembaga-lembaga pendi-
dikan hukum di negara-negara ASEAN (imtra-regional foculty exchanges).
Pertukaran dosen ini diharapkan akan menghasilkan gagasan-gagasan baru.
dalam *kajian hukum di Indonesia. Pada waktunya hal ini akan berakibat
meningkatnya tulisan-tulisan ilmizh dalam bidang hukum, oleh ahli-ahli -
hukum Indonesia, yang dapat merupakan sumbangan pemikiran dalam pem-
bangunan hukum nasional yang-akan datang. Suatu tahap berikut dari
kerjasama antar lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum ini adalah dimana
sejumlah mahasiswa terseleksi (yang dicalonkan untuk dosen-dosen yang
akan ‘datang), dimungkinkan untuk mengambil sejumlah matakuliah*di’
lembaga pendidikan salah satu negara ASEAN. Matakuliah ini harus dapat’
diakui dan diberi kredit oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia,
Program kerjasama seperti ini merupakan dasar pengambilan gelar kesar-
janaan dari satu lembaga pendidikan tmggi di‘Indonesia, dengan mengambil
perkullahannya baik di Indonesia maupun di salah sam negara ASEAN
tersebut (apabila hal ini dilakukan secara timbal-balik, maka dikenal dengan
nama "rwinnine proerammes™ . Melalul cistern dan nroeram keria eanart: ini
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dihazgpkan#bahwa Indonesia juga dapat menyumbang pada perkembangan
hukum ASEAN (4SEAN legal scholarship).”® - .~

Keterkaitan antara pendidikan tingg.i hukum..
- w0 dengan profesi hukum ¥ '

*Pada awal‘makalah telah dibicarakan bagaimana pembaharuan kurikulum
pendidikan tinggi-hukum:(khususnya jenjang-S-1) bertujuan untuk mengha-
silkan lulusan yang dapat-memasuki profesi hukum. Salah satu sarana yang
disediakandalam Keputusan Mendikbud yang bersangkutan adalah kewajiban
setiap lembaga pendidikan  tinggl hukum  membentuk Laboratorium
Hukum.® Melalui lembaga ini dilakukan koordinasi dan penyelenggaraan
matakuliah- baru “Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (6 SKS$)%
Mengingat ' kebanyakan dosen tidak atau kurang mempunyai pengalaman
praktek-hukum, maka penggunaan anggoia profesi sebagai dosen tidak tetap
sangat.dianjurkan. Kesediaan organisasi profesi hukum untuk menyediakan
tenaga-tenaga pengajar tersebut tentunya akan sangat membantu lembaga
pendidikan- dalam:mencari dosen-dosen yang tepat. Kerjasama seperti ini
masih sangat perlu dibina dalam hubungan antara pendidikan tinggi hukum
dengan organisasi profesi hukum. ‘
Sebaliknya pendidikan tinggi hukum perlu juga menyadari bahwa
lulusannya (khususnya tulusan S-1) dimaksudkan untuk dapat bekerja dalam
profesi hukum. Karena itu, kalangan akademik hukum perlu pula mempunyai
pemahaman tentang apa yang berkembang -dalam praktek hukum. Kesediaan

'* Kerjasama di bidang hukum antar negara-negara ASEAN, antara lain dilakukan melalui ALA {(Asean
Law’ dssocidfion). Ketua Komite ‘Nasional Indonesia-ALA adalah Ketua Mahkamzh Agung RI, Hakim
Agung Soerjono, SH dan Sekrelaris KNI-ALA adalah Hakim Agung.J. Djohansjah, SH. Organisast inj
masili sangal kurang dimanfaatkan oleh para satjana hukum Iidonesia. Rapat anggota (General Assembly)
ALA dalam ‘wakis dékat ini adalahdi Koala Lumpur, Malaysia, dari tanggal 6 s/d 10 Desember 1995!
Di samping itu telah dibentuk pula kegjasama lembaga pendidikan tinggi hukum ASEAN, yang bernama
ALSA (Asean Law School Association), yang akan melakukan kongres ke-2 di Jakanta, pada tanggal 29-30
September 1995, Sudsh beberapa wakiu yang latu pula; para mahasiswa hukum di ASEAN mendirikan
himpunan’ yang ' bernama.sama, yaitu ALSA {Asean Law. Swudénis Association). Sarana-sarana ini
merupakan tempatl yang baik untuk para ahli hukum dan mahasiswa hukum bertukar pikiran dan
mengembangkan pengetahuan mereka tentang hukom negara-negara ASEAN. Namun, mungkin karena
dukungan pemerintah dan masyarakat secara melembaga tidak ‘ade; maka kegiatan-kegistan seperti ini
lebih banyak dimanfzatkan oleh negara-negara lain ketimbang Indanesia.

* Likmt Mardjono Reksodiputro, "Laboratorium Hukum sehagai Wadah "Pendidikan Kemahiran
Hukum', "Pendidikan Hukum dengan Pendekatan Terapan’ dan "Penulisan Hukum'™, disampaikan dalam
Penataran oleh KIH, Jakaria: Desember 1994, dalam Hulwm dan Pembangunan, Tahuna XXIV, No. 6,
hal. 485-490,
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organisasi:profesi hukum (seperti advokat, konsultan hukum, ‘notaris;:jaksa:
dan hakim) untuk memungkinkan:para dosen-hukum berpartisipasi secara’
intensif dalam permasalahan hukum yang ditemukan dalam praktek hukum
akan dapat menghilangkan 1solas: dosen~dosen hukum darl kenyataan-
kenyataan praktekhukum, .

Dengan sendirinya kerjasama sepem dilukxskan d1 atas  akan
memungkmkan organisasi profesi juga mempengarvhi kurikulum, cara
mengdjar: .dan - cara: menilai - mahasiswa serta “harapan karier (career
.expectanorzs) para -mahasiswa’ (masa}nya ‘melaluipembentukan: program_g.
kekhususan tertentu). Pengaruh ini harus dilihat secara positif oleh lembaga
pendidikan tmgga tersebut, karena hal _itu - tidak mengurangi otonomi:.
perguruan tinggi =

Pada waktunya. nanti dapat dlharapkan bahwa organisasi profesi hukum'
ataupun kantor-kantor penasihat hukum bersedia pula membantu pengem-
bangan pendidikan hukum melalui penyed:aan dana. stalnya untuk program’
bea-siswa; “proyek-proyek penelitian, seminar-seminar, penyempurnaan:
perpustakaan dan bahan pustaka hukum, dan lain sebagainya. Kemajuan-
kemajuan yang diperoleh dalam pendidikan tinggi hukum, haruslah dianggap
oleh profesi hukum sebagai suatu manfaat yang akan mendukung kemajuan
profesi di'kemudian hari.

Kas:mpu!an ketnga

Membma 31stem pendidikan tmggl hukum tidak dapat:dilihat lepas ataw:
terpasah dari kegiatan kajian hukum dan kerjasama pendidikan dengan
profesi. Pengembangan yang lambat di salah satu sektor pasti akan mem-
punyai dampak memperlambat pula pengembangan sektor-sektor Iamnya
Keterkaitan antara sektor pendidikan tinggi hukum dengan sektor pengajian
(riset) hukum serta sektor profesi hukum, dapat diibaratkan sebagai suatu
bejana berhubungan. Goncangan (permasalahan) pada yang satu akan menim-.
bulkan pula goncangan (permasalahan) pada yang lain-lain. Keterka:tan ini
perlu disadari dan dipahami dengan benar. . . | '

~Menghadapi abad ‘ke-21 nariti, maka ker}asama regnonai ASEAN akau_
makin meningkat, Pendidikan tinggi hukum dan pengajian hukum hamslah.
menyadarinya dan sudah mempersxapkan dm dari sekarang I



Tahap—tahap pemhmaan szstem

Telah dluraxkan melalui makalah ini tentang sastem pendldlkan huk_u_’ 1o
engkhususkan pada sistem pendsdzkan rmgg: hukum Slstem terseb”t'_'__

"'sttemjalur gelar akademik, yang mempunym tiga Jenjang, yaxtu
(1) Pendidikan tinggi Sarjana Hukum (S-1)
(2) Pe ndad;kan tmggl Maglster Hukum (S-2)

 dapat dxbedakan antara;
&d Pend1dxkan tinggi Speﬂalls H”k“m (Sp )

C. "‘strem pendukung dalam menmgkatkarz sumberdaya manusia yang

& 3'profeszonal yang diuraikan melalui: \ '

" (1) Kajian-kajian tentang hukum (nasional dan regional) - A
(2) Keterkaitan antara pendidikan tinggi hulkum dengan profesi hukum

Sistem-sistem yang dilukiskan di atas (yang tentunya dapat pula
digambarkan sebagai sejumlah sub-sistem) pada dasarnya harus dikem-
bangkan bersama. Namun, dalam pembinaannya tentu saja dapat diberikan
prioritas (terutama karena terdapat kelangkaan dana), maupun daiakukan
melalui suatu urutan (sequence) Tata urutan ini belum tentu perlu bersxfat
kronoiogls (urutan menurut wakm), tetapi bemuuan membenkan suatu
ketert:ban mengenai posisi kegiatannya dalam ruang-letak (arrangemenr)

“"Landasan dari semua keglatan yang direncanakan di atas pada dasarnya
adalah Aualztas sumber daya manusia yang akan dijadikan modal untuk perm-
baharuan dan pembangunan hukum Modai yang sudah ada adaiah antara
lain:

(a) para dosen hukum yang berada pada posisi yang sangat strategis dan
utama (crucial) untuk menghasnlkan lulusan pendxdxkan tmggx hukum

" (baik $-1, S-2.maupun 3-3); o

(b)* para mahasiswa hukum yang akan mengisi 1owongan-iowongan profe31
hukum setelah mereka lulus; dan

{c) para lulusan pendidikan tinggi hukum yang sekarang ‘sudah bekerja

.~ dalam’ profem hukum (khususnya para anggota profesi hukum bemsxa

.-.muda) e e . . . :
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Keterlambatan (bukan keterbelakangan!) pembinaan sumberdaya manu—
sia bidang hukum ini mewajibkan pemerintah memberikan perhatian yang -
besa f-kepada hal ini. Tidaklah cukup unsur-unsur modal di.atas ‘hanya
*_didorong untuk maju melalui ! krmkan pedas (seperti mlsalnya "pendidikan
yang: masih menganut paham RH" 9] ataupun ' slogan-s ogan”.(seperti misalnya

. pembmaan “development lgwyers™). Harus ada kemauan politik. yang. Jelas_'_

untuk me'mngkatkan unsur-unsur modal ml dengan tunjangan sarana. yang
cukup "y
_ Kalaupun diperlukan suam tata urutan prxor;ias maka dapat dncarl
pembenarannya pada pertama, kemajuamkemajuan yang telah dicapai r negara
kita dalam bidang ekonomi. (perekonomxan), dan, kedua, kritikan-kritikan
pedas dari masyarakat tentang perlindungan hak asasi manusia di Indenesxa
Mengenai yang pertama sudah mulai diberikan perhatian,® namun ventang
hal .yang kedua masih harus diberakan lebih banyak kemungkman pada
kalangan hukum unfuk melakukan debat akademlk (intelectual a‘zscourse)

hukum tetapi juga kalangan akademlk) tentang batasan konsepsx "kebebasan
akademlk" dan "kebebasan mimba:uakademak"

' '_Pen'utﬁ p

Suam uraian yang ]eblh rmc: tentang tahap—tahap pembmaan szstem
bukanlah maksud makalah ini. Suatu usulan operasional sebaiknya diserah-
kan kepada suatu tim yang. dapat mengkajx apa yang telah ada sekarang
dalam sistem, apa yang dapat diharapkan dalam bentuk pembaharuan pada
tahap—tahap Pelita yang akan datang, serta lernbaga—lembaga dalam negeri
dan luar_pegeri mana yang dlharapkan mendukung pembinaan sistem ter-
sebut Dukungan dana dari dalam maupun luar negeri merupakan pula unsur
yang utama, tidak perlu selalu dana yang berasal dari negara tetapi dapar

n M:sa]nys meia!m Proyek Pengembangan Hukum E.kononu dan Penyempumaan S:stem Pengadaan
{lebih dikenal dengan nama Proyck ELIPS) yang mempunyai sekretariat di Kantor Menteri Megara
Koordinator Bidang ‘Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan. ?embangnnan (Dareklur Proyek ada]ah Drs.
Normin §. PaLpahan, SH. MBa). R . S

. #: Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: adalah langkah yang sangat baik yang telah
dxtakukaﬂ pemerintah uniuk menunjukkan pehgakuannys yang sungguh-sungguk pade HAM., Sayangnya
aparatur pamerimahan telah terlalu lerbissa mengabaikan HAM, sehingga’ Komls: Nasional ini kurang
didukung oleh aparal strala menengah dan bawah. Apabila pemerintah mau membuka diskusi den debat
terbuka di kalanoan dan ingbuncan akadamil malbae kama dan lapneran Famiel tos 1idallah alram ain ntie
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- pula yang berasal dari masyarakat.

- Arah. perkembangan dunia sekarang ini mewajibkan kita untuk memper-
o hatikan nermmtaan—permmtaan maupuntamaﬂgammmangan yang datang dari
. luar Indonesia. Profesi hukum bekerjasama dengan pendidikan tinggi hukum
'haruslah "bahu membahu" ‘menghadapi dan mengatasi permintaan dan tan-

- tangan tersebut, kesemuanya untuk kebahagian dan kesejahteraan masyarakat -
L 'Indonesxa sebagalmana dzmta—c;takan dan. dlamanatkan dalam UUD 1945

kita.

'Awm mmwmﬁmw Bwu
DAN. pmmamm Huxum

.K ebe[uian Buku atau penerb:mn yang d:maksud ud_rzk aa’a d:
kotu anda, padaim! anda amat memerlukannya. 2

Hubungi kami dengan sural damsertakarn perangko balasan
didalamnya. B
Aanu akan segera ‘miembantu arida

_ _?_“ata Usaha

- Majalah

' J1: Cirebon's Telp. {021) 335432 Jakarta Pusat. |-






